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1. Undang·undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pernbentukan Daerah 
Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daereh Tingkat II Tanju!1g Jabung 
Dengan Mengubah Und11ng-undang Nomor 12 Tahun 1956 tertan[1 
Pembentukan Daerah Otonom '<abupaten di Propinsi Sumatera 
Tengah ( Lembaran Negara Tahun 1965 Nornor 50); 

2. Undanqundanq Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acero 
Pidana ( Lembaran Negara Tahun 1981 Nornor 76, Tarubahan 
Lembaran Negara Nomor 3209 ); 

3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Pertkanan ( Lembaran 
Negara Tahun 1985 Nomor 46, 'i'ambahan tembaran Negara Nomor 
3299); 

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemenntahan 
Oaerah ( Lernbaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Ternoenan 
ternbaran Negara Nomor 3839 >: 

a. bahwa sesuel dengan ketentuen Undang-undang Nomor 22 Tahun 
1999 tr:,11tang Pemerintahan D3erah 'limana untuk rnemantapkan 
sebagai Daerah Otonom pertu dilakukan upaya untuk rnenggali 
Pendapatan Asll Daerah guna membantu pelaksanaan kegiatan rutin 
dan pembangunan ; 

b. bahwa untuk menggali sumber !'endapatan Asfi oaeren cJari sektor • 
Perikanan tersebut salah satunya dilakuken rnelahn Pungutan 
Pengusahaan Perikanan dafam KaiJupaten Tanjung Jabung Barat ; 

c. bahwa untuk mengatur Pi;ngutan Pengusahaan Perikanan 
sebagaimana dimaksud pada 11uruf b perlu ditetapkan dengan 
Peraturan Daerah. 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ES.f'. 
BUPAT! TANJUNG JABUNG BARAT, 
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PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT 

NOMOR 45 TAHUN 2001 
TENT ANG 

RETRIBUSI PENGUSAHAAN PElµKANAN 

BUPATI 
TANJUNG JAOUNG BM!AT 

., 

Mengingat 

Menimbang 



a. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat ; 

b. Pemerintah Daernh adalah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat ; 
' 

c Kepala Daerah Iatah Bupati Tanjung Jabung Barat ; 

d. Dinas Perikanan dan Kelautan adalah Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten 
Tanjung Jabung Barat ; 

e. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan ialah Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan 
Kabupaten Tanjung Jabung Barat ;· 

··- f. Pejabat adalah Pegawal Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di bidang Pajak Daerah 
sesual pereaturan peundang-undangan yang berteku ; . 

g. Usaha Perikanan adalah semua usaha peroranoan atau Sadan Hukurn untuk 
menangkap atau membudidayakan ikan termasuk kegiatan menangkap, menampung, 
mengolah can n1engangkut hasil·hasil perlkanan; 

h, Penangkapan lkan adalah · keglatan yang dilakukan oleh perorangan/Badan Hukum 
untuk memperoleh ikan di peralran yang tidak Jalam keadaan dlbudidayakan denqan 
alat atau cara apapun termasuk kegiatan yang inenggunakan kapal untuk rnemuat, 

Pasal 1 
Dal am Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan : 

' 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGUSAHAAN PERIKANAN Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

Dengan Persetujuan 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT D.A.l:RAH KABUPATcN 
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT 

..... 

5. Undang·undang Nomor 54 . Tahun 1999 tentang Pembentukan 
Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jamb, 
dan Kabupaten Tanjunq Jabung Timur ( Lembaran Negara Tahun 2000 
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903); 

.. 6 Undang·undang Nomor 34 Tailun 2000 tentang Perubahan Atas 
Undang· undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajc.l\ Daereh dan 
Retribusi Daerah ( Lembaran Neuara Tahun 2000 Nomor 246 } ; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor lo Tahun 1993 tentang Perubahan Atas 
Undang·undang Nonior 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan 
( Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 36); 

8. Keputusan Prestden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan 
Peraturan Perundang·undangan., Bentuk Rancangan Undang·undang, 
Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancancen Keputusan Presiden 
(Lemberen Negara Tahun 1999 N:imor 70 ); 

., 
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(4) Retrlbusi Pengusahaan Perikanan digolongkan Retrlbust Perizinan Tertentu. 

Pasal 2 

{1) Dengan nama Retribusi Pengusahaan Perlkarwn dipungut Retribusi bagi setlao orang 
atau Badan hukum yang melakukan usaha penangkapan ikan, pernbuotoavaan ikan dan 
penarnpungan/ pengolahan hasll perlkanan rli wilayah Kabupaten Tanjung Jabung 

Ba rat. 

(2) Subyek Retribusi eoelan orang pribadl atau Badan Hukum yang melakukan usaha 
penangkap'an· ikan, pernbudtdavaan ikan, uasere penarnpungan dan pengolahan hasil 

perikanan. 

(3) Obyek Retrlbusl adalah usaha . penangkapc1n lkan, pernbudidayaan lkan, usana 
penampungan/ pengolahan hasll perikanan. 

BAB II 

NAMA, SUBJEK, OBJEK GOLOMGAN RETRIBUSI 

•,, . 

' 

mengangkut, menyimpan, mendinginkan, mengolah atau mengawetkan untuk tujuan 

kornersial; 

i. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan atau 
mernblakkan dan memanen hasilnya; 

j. Kapal Perikanan adalah kapal atau perahu atau c1lat apung lain yang dipergunokan untuk 
melakukan penangkapan ikan termasuk · untuk melakukan survey atau eksporest 
perikanan; 

k. Hasil Perikanan adalah semua hasil ikan dan btota air lainnya ( Udang, Kepiting, Kerang 
dan tetn-lelnnva) yang diperoleh darl usaha perikanan yang dilakukan oleh semoa 
usaha berbadan hukum atau usaha perorangan; 

I. Pungutan Hasll Perikanan yang selanjutnya dlsebut PHP adalah pungutan atas hasil 
pengusaha perikanan yang harus dlbayar kepad; Pemerintah Daerah oleh setlap pemtlik 
usaha penangkapan ikan, pemilik usaha . penangkapan ikan, pemilik usana 
penangkapan/pengolahan hasll perikanan dan pemilik usaha penangkapan /pencolahen 
hasll perikanan dan pemllik usaha budidaya ikan, yang harus memiliki Surat Tanda 
Daftar Usaha Perikanan; 

m. S•Jrat Tanda Daftar Usaha Perikanan yang selunjutnya disebut STDUP adatah surat 
Jzln yang dikeluarkan oleh Dlnas Perikanan dan Kelautan sesuai dengan 
kewenangannya oleh settap usaha perikanan y:mg melakukan kegiatan pena11gkc1pan 
lkan, penernpunqan /pengolahan hasil perikanan dan pembudidayaan ikan: 

n. Perizinan tertentu adalah keglatan tertentu Pemerlntah Oaerah dalam rangka pernbertan 
lzln kepada orang. prlbadi at.au badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengatura11, 
penqendeliandan pengawasan atas keglatan pcmantaatan ruang, penggunaan sumber 
daya alam, barang, prasarana, serene, atau fasilitas tertentu guna rnelindungi 
kepentlnqan urnurn dar. menjaga kelestarian linykungan; 

o. Pemeriksaan adalah serangkalan kegiatan untuk mencari, mengumpulkan , rnenqelo'a 
data dan atau keterangan lalnnya dalarn rangka pengawasan kepatuhan pemenunen 
kewajiban retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang·undangan yang berlaku; 
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Pasal 4 
Retribusi Pengusahaan Perikanan dimaksud pada Pasal 3 avat ( 1) Peraturan Dae rah 

ini dllunasi sebelum STOUP terblt. 

(3) semua hasil pungutan Retribusi Pengusahaan Perlkanan sebagalmana dimaksud Pasal 2·• 
merupakan Pendapatan Daerah yang disetorkcn ke Kas Daerah.' ~ 

Rp. 250.000/ tabun 

Rp. 250.000/ tahun 

~p. 150.000/ tahun,- 

- Usaha Penampungan Jkan dan Udang 

- Usaha Penampungan LabHabi dan Ular 

: Usaha Penampunganbenih !kan/Udang 

.,, '• 

- Usaha Budidaya Kerarnba Rp. \0.000/Ha/tahun 

c. Usaha Penampungan/Pengolahan Hasil Perikanan 

a. usaha Penangkapan 
Usaha Penangkapan dengan menggunakan : • 

Dogol Bermotor Rp. 200.000/tahun 

Sondong Bermotor Rp. 100.000/tahun .. 
Gill Net ()aring Insang) Rp. 100.000/tahun 

. 
Kelong Pantai Rp. 50.000/tahun 

Bel at Rp. 50.000/tahun 

Bagan/Jerrnal · Rp. · S'..1.000/tahun 

Pancing/Rawai umpaz Rp. 60.000/tahun 

Rawai Senggol ~p. 150.000/tahun 

Togok Rp. !i0.000/tahun 

b. Usaha Budidaya 
- Usaha Budidaya Tambak Rp. 100.000/Ha/tahun 

- Usaha Budidaya Kolam Rp. S0.000/Ha/tahun 

- Usaha Budidaya Laut Rp. 10.000/Ha/tahun 

Pasal 3 

(1) Besarnya Retribusi Pengusahaan Perikanan sebaqairnana dimaksud pada Pasal 2 avat 
(1) Peraturan Daerah ini dihitung berdasarkan estirnasi rata-rata terhadap ukuran dan 
jents alat tangkap , luas tanan untuk usana buclidaya dan kapasitas penampungan 
/pengolahan lkan. 

(2) Besarnya retribusi Pengusahaan l'erikanan seb;Jgaimana dirnaksud pada avat ( 1) pasal 
ini adalah sebagai berikut : 

. ~ 

BAB Ill 

KETENTUAN RETRIBUS! 
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Selatn Penyidik Umum yang bertugas melakukan penyidikan tindak pidana 
sebaqalrnana '. dimaksud pada Pasal 8 Peraturan Daerah ini, juga dapat dilakuka» oleh 
Penyidik Pegawai Negeri Stpll di Hngkungan Perner.ntah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. 

' 

...... Pasat 9 

DAB VII 

PENYIDIKAN 

Pasat B 

(1) Wajib Retribusi Pengusahaan Perikanan yang tidak rneieksanakan kewnjibdh sel1111gga' 
merugikan Keuangan Daerah diancam pidam1 kurungan paling lama 3 (tiga) ouren atao 
denda setinggl-tingginya Rp. 5.000.000,- ( hrna juta rupiah). 

(2} Tindak Pldana sebagaimana dimaksud pada ay<'t (1) Pasal ini adalah Pelanggaran. 

BAB VI 
KETENTUAN Pll)ANA 

Pasal 7 
( 1) Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Teimis Perikanan terhadap Usana Perikilnan 

dilakukan oleh Kepala Dinas Perikanan dan Kel;;utan. 

(2) Pelaksanaan Pembim,an dan Pengawasan Teknis rerikanan dimaxsud p.;id,) nyal '. i) 
pasal ini dapat berupa : • 

a. Pemblnaan <Jar, Pengawasan lc1ngsung dilc~,,si; 

11. Pemblroaan melalui petunjuk tertnlis: 

Pasal 6 
Pembinaan dan pengawasan terhadap peloksenaan Peraturan Daerah ini dilakukan - ~ 

olen Kepala Daerah yarig pelaksanaannya dilakukan oleh unsur·unsur terkait yang terdiri 
gari Dinas Perikanan dan Ketautan, Svahbandar, Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai 
\. KPLP ) Polisi Pamong Praja . 

BAB V 

PEMBINAAN DAN PE~JGAWASAN 

Ba rat. 

Pasal s 
Retribusi Pengusa~,aan· Perikanan dipungl•! di Wilayah Kabupaten Tan:ung Jabunc 

BAB !V 

WILAYAH PEMUNGUTAN 
., 
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Pasal 12 
Peraturan Daerah lnl mulal berlaku sejax tanggal oiundangkan. 
Agar settap orang menqetahulnva mernerlntahkan pcngundang,111 Peraturan f),1r.r;,111 

lnl dengan penernpatannve datarn t.ernberen Oaerah Kal.>upaten TanJunn JaLH111C1 1J,,ir<11. 

Pasal 11 
Hal-hal yang belum diat.ur dalam Peraturan Daerah lnl sepanjang mengencu tekois 

pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Kepala Daerah .. 

BAB VIII 
KETENTUAN PENUTUP 

i. Mepgadakan tindakan lain yang menurut hukum dapat dipertanggung jawabkan; 

Pasal 10 

Untuk melaksanakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 Peraturan 
Daerah lnl, Penyldik Pegawai Negeri Sipil berwenang untuk : 

a. Menerima laporan dan pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ; 

b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan metakukan 
pemeriksaan ; 

c. Menyuruh berhentl seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersanoka: 

d. Melakukan penyitaan surat-menyurat; 

e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang; 
' 

f. Mengambil seseorang untuk didengar atau diperiksa sebagai tersangka atau saksi: 

g. Mendatangkan seorang ahll yang diperlukan dalam hubunqannva dengan pemeriksaan 
perkara; 

11. 1'1engadakan penghentian penyidikan setelah menoapat petunjuk dari penyid1k umum 
ba~wa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak 
picfana dan selanjutnya melalui penyidik rnemberttahucan hal tersebut kepada Penuntut .• 
UIT)um, tersanqka atau keluarga; 

'· 


